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PENDAHULUAN 
 

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak meliputi pangan, sandang dan papan 
termasuk di dalamnya pendidikan dan hiburan. Pengaturan tata 
niaga komoditi bahan pokok penting dan perlu dilakukan oleh 
pemerintah karena hal ini dipandang sangat penting bagi 
kelangsungan industri nasional dan dapat mempengaruhi 
kualitas gizi penduduk. 

Bahan pangan pokok adalahmerupakan barang  komoditas 
strategis    yang   ketersediaannya   harus     senantiasa    terjaga. 
Perdagangan  barang-barang  kebutuhan pokok masyarakat 
sudah mengatur sedemikian sehingga diharapkan ketersediaan 
dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. 
Tersedianya kebutuhan pokok merupakan salah satu pilar yang 
mendukung ketahanan pangan. 

Bahan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan pokok 
masyarakat Indonesia. Ketersediaan, distribusi dan tingkat harga 
dari bahan pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan bahan 
pokok tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kondisi 
ekonomi makro, seperti: inflasi, jumlah penduduk miskin, 
penyediaan lapangan  kerja/usaha, perekonomian dan 
pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya akan berakumulasi pada  
gangguan stabilitas nasional. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Berdasarkan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, 

maka diperlukan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam mengatur kebutuhan pokok, 
termasuk dalam hal ini adalah terkait distribusi. 

Pemerintah pusat bertugas dalam menetapkan 
kebijaksanaan kebutuhan pokok yang berlaku diseluruh 
Indonesia. Selanjutnya pemerintah pusat juga mengatur 
kelancaran distribusi antara daerah dan antara pulau. 
Pemerintah pusat menetapkan dan mengatur kebijaksanaan 
ekspor-impor dengan sasaran pemenuhan kebutuhan dalam 
negeri dan perlindungan terhadap produsen dan konsumen. 

Adapun pemerintah daerah pada dasarnya menjalankan 
kebijaksanaan pemerintah pusat. Selanjutnya menjaga 
kelancaran arus barang dari dan ke daerahnya. Pemda 
memonitor persediaan di berbagai tingkat perdagangan dan 
memonitor perkembangan harga. 

Pelaksanaan  Otonomi Daerah di Indonesia 
memberikan dampak besar terhadap pengelolaan 
dan pembagian kewenangan, maka diperlukan 
pembagian tugas antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Salah satunya adalah dalam 
mengatur kebutuhan pokok. 

Setidaknya dalam manajemen distribusi bahan 
pokok, Pemerintah Pusat bertugas dalam 
menetapkan kebijaksanaan kebutuhan pokok yang 
berlaku diseluruh Indonesia. Selanjutnya 
pemerintah pusat juga mengatur kelancaran 
distribusi antara daerah dan antara pulau. 
Pemerintah pusat menetapkan dan mengatur 
kebijaksanaan ekspor-impor dengan sasaran 
pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan 
perlindungan terhadap produsen dan konsumen. 

Adapun Pemerintah Daerah pada dasarnya 
menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat. 
Menjaga kelancaran arus barang dari dan ke 
daerahnya. Pemerintah Daerah juga memonitor 
persediaan di berbagai tingkat perdagangan dan 
memonitor perkembangan harga. 

Dengan pemahaman bahwa distribusi sebagai 
proses pemindahan barang dari produsen (misalnya 
petani) ke konsumen akhir. Maka distribusi produk 
pangan pokok (seperti beras, daging ayam, gula) 
dan hortikultura (seperti buah-buahan, sayuran) 
sangat penting untuk pengendalian inflasi, melalui 
ketersediaan barang dan kestabilan harga. 

Beberapa langkah awal yang dapat diambil oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
dalam rangka manajemen distribusi bahan pokok 
adalah sebagai berikut : 

 

1. Melakukan pendataan secara rinci terkait 
pedagang besar, distributor bahan pokok yang 
terlibat dalam Rantai Pasok Pangan (Food 
Supply Chain) beberapa komoditas penting di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebaiknya 
data ini dapat menggambarkan profil, jumlah 
pedagang, kuota, waktu pasok dan asal 
daerah, data spasial, serta data lainnya 
sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 
pengambil kebijakan. 

2. Pembentukan kelompok/forum sebagai sarana 
silaturrahmi dan koordinasi, dalam rangka 
memudahkan pola kolaborasi dengan 
pemerintah daerah.  

3. Melakukan analisa dan tindaklanjut terhadap 
Sembilan  pilihan kebijakan dalam melakukan 
manajemen distribusi bahan pokok di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

                   Ringkasan 



2 
 

 
 

TINJAUAN KEBIJAKAN  
 
Manajemen adalah planning, organizing, leading, dan controlling dari/terhadap sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sumber daya organisasi meliputi aset seperti: 
Orang dan keterampilannya, pengetahuan dan pengalaman; mesin; bahan baku; komputer dan teknologi informasi; 
modal keuangan, pelanggan dan karyawan yang loyal 

Ketersediaan bahan pokok tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, seperti : inflasi. 
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu periode. Ketika inflasi 
terjadi, daya beli uang berkurang karena harga barang yang dibeli sehari hari menjadi lebih mahal. Inflasi bisa terjadi 
karena beberapa kondisi di pasar, ketika permintaan barang lebih tinggi daripada produksinya, dan/atau ketika biaya 
produksi meningkat, serta juga kondisi yang berada dalam ketidakpastian.  

Atas dasar inilah Inflasi penting dikelola agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perekonomian tidak 
terganggu serta tidak berdampak lebih besar pada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan 
manajemen distribusi bahan pokok. 

Secara umum definisi distribusi adalah aktivitas menyalurkan produk baik barang dan jasa dari produsen kepada 
konsumen. Terdapat pengertian distribusi yang lain. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan 
dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen. Fungsi distribusi pada hal ini adalah membentuk 
utility dan peralihan kepemilikan daripada suatu produk. Oleh karena itu kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas 
menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa. Nilai tambah tersebut seperti nilai kegunaan, tempat, dan waktu. 

Kegiatan pendistribusian biasa terjadi pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistribusian menciptakan pula arus 
saluran pemasaran atau arus saluran distribusi. Pada sistem distribusi, terdapat berbagai lembaga pemasaran yang 
terbentuk dan adanya arus informasi 

Secara umum distribusi dapat dalam 2 Jenis 
Distribusi yaitu : Pertama, Distribusi Langsung, dimana 
pendistribusian dilakukan langsung oleh produsen 
kepada konsumen tanpa ada perantara. Contoh 
distribusi langsung yaitu seorang petani yang langsung 
menjual hasil panennya kepada konsumen. Kedua, 
Distribusi Tidak Langsung, dimana aktivitas distribusi 
dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar dari 
perusahaan produsen. Pihak distributor luar 
menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. 
Contoh kegiatan adalah penjual produk kecantikan 
yang menjual produknya melalui agent atau retail. 

Namun ada juga yang menambahkan dengan definisi Distribusi Semi Langsung, dimana hal ini dilaksanakan melalui 
saluran yang dimiliki oleh perusahaan produsen. Pihak lembaga pemasaran miliki produsen/ perusahaan mengantar 
produk kepada konsumen. Pada pelaksanaan kegiatan distribusi, terutama pada kegiatan distribusi tidak langsung maka 
kegiatan pendistribusian tidak akan berlangsung dengan baik tanpa adanya pelaku di dalamnya. Terdapat beberapa aktor 
dalam aktivitas pendistribusian yang perlu dipahami, diantaranya adalah : 

Pedagang 

Pemain distributor yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Produk tersebut kemudian dijual 
kembali ke pedagang lain atau konsumen akhir. Terdapat dua macam pedagang yaitu pedagang besar dan kecil. 
Pedagang besar biasa disebut pengepul. Pedagang kecil disebut pengecer. 

Agen 

Lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. 
Lembaga ini biasanya memiliki izin atas nama perusahaan produsen. Secara resmi agen adalah lembaga distibutor resmi 
dari suatu perusahaan produsen. 

Makelar 
Suatu lembaga pemasaran yang menjual produk menggunakan nama pihak lain. 

Eksportir 
Orang, sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri kemudian melakukan penjualan ke 

luar negeri (aktivitas ekspor). 
Komisioner 
Distributor yang bertugas seperti makelar namun melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri. 

Dalam hal ini komisioner bertanggung jawab pula dalam aktivitasnya. Adapun komisi merupakan imbalan dari hasil 
kinerja komisioner. 

Pelaku disitribusi atau yang disebut distributor memiliki tugas dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun tugas 
tersebut adalah : 

1. Memperoleh produk yang berasal dari produsen maupun pedagang yang lebih besar. 
2. Mengkelompokkan produk berdasarkan ukuran, jenis dan kualitas. 
3. Mempromosikan produk kepada calon konsumen dengan berbagai strategi promosi 

 

 

Distribusi Tidak 
Langsung 

Distribusi 
Langsung 
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Atas dasar inilah menjadi penting untuk melakukan pendataan secara rinci Rantai Pasok Pangan (Food Supply 
Chain) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rantai pasokan pangan adalah proses yang dilalui produk pangan dari mulai 
produksi hingga dikonsumsi. Rantai pasokan pangan mencakup beberapa langkah, seperti produksi, pemrosesan, 
distribusi, dan konsumsi. 

Berdasarkan jenis proses produksi dan distribusi dari produk nabati dan hewani, rantai pasok pangan dapat 
dibedakan atas 2 (dua) tipe, Rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya. Perbedaan yang 
mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah perubahan yang terus menerus dan signifikan 
terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir, produk tersebut dikonsumsi.  

Dalam rantai pasok pangan (produk) bergerak mengalir secara berkesinambungan dari produsen ke konsumen 
melalui proses produksi, pengolahan, distribusi, ritel dan konsumen; dengan demikian, pangan mengalir  dari petani ke 
konsumen (from farm to table). Selain itu, khusus untuk produk pangan yang mudah rusak atau busuk, risiko dalam 
menghasilkan limbah/kerugian pada setiap tahapan rantai pasok memiliki potensi sangat tinggi yang selanjutnya akan 
menekan keuntungan dan kualitas produk dalam rantai pasok pangan. 

 

1. Rantai Pasok Produk Pangan Segar/fresh (seperti sayuran segar, bunga, buah-buahan). Secara umum, rantai pasok 
ini meliputi: petani, pengumpul, grosir, importir dan eksportir, pengecer dan took-toko khusus. Pada dasarnya, 
seluruh tahapan rantai pasok ini memiliki karakteristik khusus, produk ditanam atau diproduksi dari pedesaan. 
Proses utama adalah penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan terutama perdagangan produk 
ini. 

2. Rantai Pasok Produk Pangan Olahan (seperti makanan ringan, makanan sajian, produk makanan kaleng). Pada 
rantai pasok ini, produk pertanian dan perikanan digunakan sebagai bahan baku dalam menghasilkan produk-
produk pangan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi (Gambar 2). Dalam banyak hal, proses pengawetan 
dan pendinginan akan memperpanjang masa guna (shelf life) dari produk pangan yang dihasilkan. 
 

Gambaran umum  distribusi dalam Rantai Pasok Pangan (Food Supply Chain) beberapa komoditas di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dimana Cabai merah adakalanya masih memasok dari luar 
provinsi, begitu juga dengan gula pasir dan bawang yang ketergantungan dengan pasokan dari luar provinsi. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Dengan pemahaman bahwa distribusi sebagai proses pemindahan barang dari produsen (misalnya petani) ke 

konsumen akhir. Maka distribusi produk pangan pokok (seperti beras, daging ayam, gula) dan hortikultura (seperti buah-
buahan, sayuran) sangat penting untuk pengendalian inflasi, melalui ketersediaan barang dan kestabilan harga. 

Kedepannya perlu ada perincian data (pedagang besar, distributor bahan pokok) dalam Rantai Pasok Pangan (Food 
Supply Chain) beberapa komoditas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dapat menggambarkan jumlah pedagang, 
kouta, waktu pasok dan asal daerah , serta data lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan. 

Data tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok/forum sebagai sarana silaturrahmi dan 
koordinasi, yang nantinya juga memudahkan pola kolaborasi dengan pemerintah. Pembentukan kelompok didasarkan 
pada adanyaa kesamaan tujuan dan harapan yang hendak dicapai oleh semua anggota kelompok. Dalam pembangunan 
kelompok pedagang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, dan wadah pembelajaran bagi 
anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan usaha secara besama dan memecahkan permasalahan dalam usaha 
perikanan secara kolektif. 
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Secara umum, distribusi terganggu karena beberapa hal seperti: Kenaikan biaya dalam proses distribusi, 
Keterbatasan atau tidak tersedianya produk, kembali ke teori permintaan-penawaran, dan banyaknya pihak yang terlibat 
dalam proses distribusi. 

Hal-hal yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan distribusi bahan pokok yang lebih baik dan mengendalikan 
inflasi:  Pengelolaan dan penetapan kuota distribusi, Kebijakan harga maksimum, Perlu memiliki sistem dan stok 
cadangan yang baik, Infrastruktur meningkatkan efisiensi dan efektivitas, Memaksimalkan penggunaan teknologi,  
Kolaborasi antar daerah, Subsidi dan insentif, Memantau harga secara reguler, Peningkatan produksi yang beragam atau 
diversifikasi produk pertanian. 

Manajemen distribusi bahan pokok setidaknya didasarkan atas 3 permasalahan besar  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (Whatever 

government chooce to do or not to do). Dengan arti kata setiap tindakan pemerintah adalah kebijakan publik termasuk 
tindakan untuk tidak melakukan apapun atau tindakan diam. 

Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah. Tapi tidak semua masalah menjadi masalah kebijakan. 
Masalah hanya akan menjadi masalah kebijakan kalau ada yang mempermasalahkan. Tapi jika tidak ada yang 
mempermasalahkan, masalah tersebut tidak akan menjadi masalah kebijakan. Untuk menjadi sebuah agenda kebijakan, 
sebuah permasalahan publik harus dikaji secara jelas dan dirumuskan dengan benar sebagai permasalahan publik yang 
bisa dijadikan isu kebijakan. 

Beberapa langkah awal yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 
 

1. Melakukan pendataan secara rinci terkait pedagang besar, distributor bahan pokok yang terlibat dalam Rantai 
Pasok Pangan (Food Supply Chain) beberapa komoditas penting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebaiknya data 
ini dapat menggambarkan profil, jumlah pedagang, kouta, waktu pasok dan asal daerah, data spasial, serta data 
lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan. 

2. Pembentukan kelompok/forum sebagai sarana silaturrahmi dan koordinasi, dalam rangka memudahkan pola 
kolaborasi dengan pemerintah daerah.  

3. Melakukan analisa dan tindaklanjut terhadap sembilan  pilihan kebijakan dalam melakukan manajemen distribusi 
bahan pokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
Adapun pilihan kebijakan dalam melakukan manajemen distribusi bahan pokok adalah : investasi dalam produksi 

pertanian lokal, menyimpan cadangan bahan pokok untuk keadaan darurat, diversifikasi sumber pangan, pembatasan 
distribusi ke luar kabupaten, menggunakan kebijakan biaya tambahan, intervensi pasar oleh pemerintah, mengelola 
distribusi bahan pokok dengan lebih efesien, meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, petani dan distributor, 
membuat kebijakan distribusi berbasis data. 

 
 

MASALAH 
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https://elitbang.hulusungaiselatankab.go.id 

 

Sembilan alternatif kebijakan ini sebagian sudah dilakukan dan sebagian belum dilakukan, maka penting untuk 
dilakukan analisa mendalam dalam melakukan optimalisasi serta menindaklanjuti alternatif kebijakan kedepan. Secara 
umum analisa awal sembilan alternatif kebijakan sebagaimana dalam tabel berikut : 

 

 
 
 

a. Mendorong diversifikasi produk pangan lokal 
b. Program diversifikasi pangan non-beras 
c. Diversifikasi harus mulai dijadikan kebiasaan di kalangan 

masyarakat, pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta 
d. Pemanfaatan jagung, ubi, pisang, sorgum 

 

 

a. Optimalisai pelaksanaan Program Asuransi Pertanian 
b. Peningkatan program subsidi, bibit, pupuk dan alsintan 
c. Penggunaan teknologi pertanian 
d. Peningkatan jaringan irigasi untuk pertanian 
e. Program cetak sawah dan perlindungan LP2B 
f. Pelaksanaan Demplot Teknik Budidaya Bawang 

 

 

a. Membangun gudang penyimpanan bahan pokok 
b. Kolaborasi dengan Bulog dalam pengelolaan Cadangan 

Beras Pemerintah (CBP) 
c. Penerapan Sistem Resi Gudang 
d. Pembangunan dan pembudayaan lumbung pangan di desa 

 

a. Melakukan pendataan pedagang besar bahan pokok di Kab. 
HSS, terutama yang mengirim keluar Kabupaten. 

b. Melakukan monitoring ketersediaan stok bahan pokok 
secara berkala (lintas dinas). 

c. Mengatur kouta distribusi  
d. Mengoptimalkan peran strategis pasar / pasar agrobisnis 

dalam mendata sirkulasi bahan pokok. 

 

a. Menerapkan biaya tambahan pada bahan pokok yang 
didistribusikan keluar kabupaten, terutama yang lagi 
mengalami kekurangan stok. 

b. Menerapkan kebijakan prioritas pemenuhan kebutuhan 
kabupaten. 

a. Melakukan pasar murah dan operasi pasar secara periodik. 
b. Melakukan pengawasan bersama aparat dalam rangka 

mencegah penimbunan bahan pokok. 
c. Menggunakan Perusahaan Daerah, BUMDES, BLUD yang 

bergerak di bidang pangan dalam melakukan intervensi 
pasar. 

a. Membangun jaringan distribusi dengan Kab/Kota tetangga. 
b. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah dan pedagang besar di Kab/K tetangga. 
c. Melakukan PKS dengan Kab/Kota tetangga. 
d. Membangun atau mengoptimalkan pasar/pusat 

distribusi/pergudangan dalam jaringan distribusi. 

a. Membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah, 
petani, pedagang besar, dan distributor. 

b. Melakukan pertemuan rutin forum yang terbentuk dalam 
memantau stok dan distribusi. 

c. Memberikan apresiasi bagi pedagang besar dan distributor yang 
dapat bersiinergi dengan baik. 

a. Membangun basis data (pedagang besar, distributor) dalam 
Rantai Pasok Pangan (Food Supply Chain) beberapa 
komoditas baik dari luar daerah maupun ke luar daerah. 

b. Basis data rantai pasok ditampilkan dalam bentuk aplikasi 
digital dan berbasis geospasial. 

c. Melahirkan kebijakan berbasis Analisa data yang ada. 

https://elitbang.hulusungaiselatankab.go.id/

